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PERATURANKOMISIPEMILIHANUMUM REPUBLIKINDONESIA

NOMOR20TAHUN2018

TENTANG

PENCALONANANGGOTADEWANPERWAKILANRAKYAT,

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSI,DAN

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN/KOTA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

KETUAKOMISIPEMILIHANUMUM REPUBLIKINDONESIA,

Menimbang : bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal249ayat(3),Pasal257

ayat(3)Undang-UndangNomor7Tahun2017tentangPemilihan

Umum,perlumenetapkanPeraturanKomisiPemilihanUmum tentang

PencalonanAnggotaDewanPerwakilanRakyat,DewanPerwakilan

RakyatDaerah Provinsi,dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah

Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor7Tahun2017tentangPemilihanUmum

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2017Nomor182,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6109);

2. Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

PemilihanUmum Tahun2019(BeritaNegaraRepublikIndonesia

Tahun2017Nomor1225)sebagaimanatelahdiubahdengan

Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor5 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum

Nomor7Tahun2017tentangTahapan,Program danJadwal
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PenyelenggaraanPemilihanUmum Tahun2019(BeritaNegara

RepublikIndonesiaTahun2018Nomor138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISIPEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI,DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAHKABUPATEN/KOTA.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanKomisiini,yangdimaksuddengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah

saranapelaksanaankedaulatanrakyatuntukmemilihanggota

DewanPerwakilanRakyat,anggotaDewanPerwakilanDaerah,

PresidendanWakilPresiden,sertaanggotaDewanPerwakilan

RakyatDaerah yang dilaksanakan secara langsung,umum,

bebas,rahasia,jujur,danadildalam NegaraKesatuanRepublik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

NegaraKesatuanRepublikIndonesiaTahun1945.

2. Pemilu Terakhiradalah Pemilu anggota Dewan Perwakilan

Rakyat,DewanPerwakilanDaerah,DewanPerwakilanRakyat

Derahyangdiselenggarakanpalingakhir.

3. Dewan Perwakilan Rakyatyang selanjutnya disingkatDPR

adalahDewanPerwakilanRakyatsebagaimanadimaksuddalam

Undang-Undang DasarNegara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun1945.

4. DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisingkat

DPRD adalahDewanPerwakilanRakyatDaerahprovinsidan

DewanPerwakilanRakyatDaerahkabupaten/kotasebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

RepublikIndonesiaTahun1945.

5. Dewan Perwakilan RakyatPapua yang selanjutnya disingkat

DPRPadalahDewanPerwakilanRakyatDaerahProvinsiPapua

sebagaibadanlegislatifDaerahProvinsiPapua.
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6. Dewan Perwakilan RakyatAceh yang selanjutnya disingkat

DPRAadalahunsurpenyelenggaraPemerintahanDaerahAceh

yanganggotanyadipilihmelaluiPemiludiAceh.

7. Dewan Perwakilan RakyatKabupaten/Kota yang selanjutnya

disingkatDPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan

kabupaten/kotayanganggotanyadipilihmelaluiPemiludiAceh.

8. PenyelenggaraPemiluadalahlembagayangmenyelenggarakan

Pemilu yang terdiriatas KomisiPemilihan Umum,Badan

Pengawas Pemilu,dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

PemilusebagaisatukesatuanfungsipenyelenggaraanPemilu

untukmemilihanggotaDPR,anggotaDewanPerwakilanDaerah,

PresidendanWakilPresidendanuntukmemilihanggotaDPRD

secaralangsungolehrakyat.

9. PenyelenggaraanPemiluadalahpelaksanaantahapanPemilu

yangdilaksanakanolehPenyelenggaraPemilu.

10. KomisiPemilihanUmum yangselanjutnyadisingkatKPUadalah

lembagaPenyelenggaraPemiluyangbersifatnasional,tetap,

danmandiridalam melaksanakanPemilu.

11. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang

selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah

PenyelenggaraPemiludiprovinsi.

12. KomisiIndependenPemilihanAcehyangselanjutnyadisebut

KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu diProvinsi

AcehyangmerupakanbagiandariKPU dandiberiwewenang

oleh Undang-Undang mengenaiPemerintahan Aceh untuk

menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

anggotaDPR,anggotaDPD,anggotaDewanPerwakilanRakyat

Aceh,danpemilihangubernurdanwakilgubernur.

13. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah

PenyelenggaraPemiludikabupaten/kota.

14. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya

disebutKIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara

PemiluyangmerupakanbagiandariKPUdandiberiwewenang

oleh Undang-Undang mengenaiPemerintahan Aceh untuk

menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

anggotaDPR,anggotaDPD,anggotaDewanPerwakilanRakyat
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Aceh,anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota,

pemilihan gubernurdan wakilgubernurAceh dan pemilihan

bupatidanwakilbupatisertawalikotadanwakilwalikota.

15. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebutBawaslu

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi

PenyelenggaraanPemiludiseluruhwilayahNegaraKesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

UndangtentangPemilu.

16. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi

sebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangtentangPemilu.

17. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota

sebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangtentangPemilu.

18. PanitiaPemiluadalahbadanadhocPenyelenggaraPemiluyang

terdiriatasPanitiaPemilihanKecamatan,PanitiaPemungutan

Suara,Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,Panitia

Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara

PemungutanSuaraLuarNegerisebagaisatukesatuanfungsi

danberadadalam koordinasiKomisiPemilihanUmum.

19. PanitiaPengawasadalahbadanadhocPenyelenggaraPemilu

yangterdiriatasPanitiaPengawasPemiluKecamatan,Panitia

PengawasPemiluKelurahan/Desa,PanitiaPengawasPemilu

LuarNegeri,danPengawasTempatPemungutanSuara,sebagai

satukesatuanfungsidanberadadalam koordinasiBawaslu.

20. PartaiPolitikPesertaPemiluyangselanjutnyadisebutPartai

Politikadalahpartaipolitikyangtelahmemenuhipersyaratan

sebagaiPesertaPemiluanggotaDPR,anggotaDPRDProvinsi,

dananggotaDPRDKabupaten/Kota.

21. Pimpinan PartaiPolitik adalah Ketua dan Sekretaris Partai

Politiksesuaidengantingkatannyaataudengansebutanlain

sesuaidenganAnggaranDasardanAnggaranRumahTangga

PartaiPolitikyangbersangkutan.

22. AnggaranDasarPartaiPolitikyangselanjutnyadisingkatAD

adalahperaturandasarPartaiPolitik.

23. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya
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disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai

penjabaranAD.

24. DaftarCalonSementaraAnggotaDPR,DaftarCalonSementara

AnggotaDPRDProvinsidanDaftarCalonSementaraAnggota

DPRDKabupaten/KotayangselanjutnyadisebutDCSAnggota

DPR,DCS Anggota DPRD Provinsidan DCS Anggota DPRD

Kabupaten/Kotaadalahdaftarcalonsementarayangmemuat

nomorurutPartaiPolitik,namaPartaiPolitik,tandagambar

PartaiPolitik,nomorurutcalon,pasfotocalon,namalengkap,

jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat

tinggalcalon.

25. Daerah Pemilihan anggota DPR,DPRD Provinsidan DPRD

Kabupaten/KotayangselanjutnyadisebutDapiladalahwilayah

administrasipemerintahanataugabunganwilayahadministrasi

pemerintahanataubagianwilayahadministrasipemerintahan

yangdibentuksebagaikesatuanwilayah/daerahberdasarkan

jumlahpendudukuntukmenentukanalokasikursisebagaidasar

pengajuancalonolehPimpinanPartaiPolitik,danpenetapan

calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota.

26. DaftarCalonTetapAnggotaDPR,DaftarCalonTetapAnggota

DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD

Kabupaten/KotayangselanjutnyadisebutDCTAnggotaDPR,

DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD

Kabupaten/Kotaadalahdaftarcalontetapyangmemuatnomor

urutPartaiPolitik,nama PartaiPolitik,tanda gambarPartai

Politik,nomorurutcalon,pasfotocalon,namalengkapcalon,

jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat

tinggalcalon.

27. Verifikasikelengkapan administrasipengajuan bakalcalon

anggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kotaadalah

verifikasiterhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan

persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan

keabsahanpemenuhanpersyaratanbakalcalonanggotaDPR,

DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kotayangdilakukanoleh

KPU,KPUProvinsi/KIPAceh,danKPU/KIPKabupaten/Kota.

28. Petugas Penghubung adalah pengurus PartaiPolitik yang
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bertugassebagaipenghubungantaraPartaiPolitikdenganKPU,

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kotadalam

proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan

pengajuanbakalcalondanpersyaratanbakalcalon,penyusunan

danpenetapanDCS,pengajuanpenggantibakalcalon,serta

penyusunandanpenetapanDCTAnggotaDPR,DPRDProvinsi,

danDPRDKabupaten/Kota.

29. Sinkronisasidaftar bakalcalon adalah pencocokkan dan

pemeriksaan data daftarbakalcalon anggota DPR,DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengetahui

pengajuan bakalcalon oleh Dewan Pengurus Pusat/Dewan

Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus

CabangPartaiPolitikpadalebihdarisatulembagaperwakilan

dan/ataulebihdarisatuDapilsertapengajuanbakalcalonoleh

lebihdarisatuPartaiPolitik.

30. Sistem InformasiPencalonanyang selanjutnyadisebutSilon

adalah seperangkat sistem dan teknologiinformasiyang

berbasisjaringanuntukmendukungkerjaPenyelenggaraPemilu

dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan

persyaratanpengajuanbakalcalondankeabsahanpemenuhan

persyaratanbakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRD

Kabupaten/Kota.

31. IjazahatauSuratTandaTamatBelajaryangselanjutnyadisebut

Ijazah/STTB adalah suratpernyataan resmidan sah yang

berlaku secara nasionalyang menyatakan bahwa seorang

pesertadidiktelahlulusujiansekolahdanlulusujiannasional.

32. Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB adalah surat

pernyataanresmidansahyangberlakusecaranasionalyang

berpenghargaansamadenganIjazah/STTB yangmenyatakan

bahwaseorangpesertadidiktelahlulusujiansekolahdanlulus

ujiannasional.

33. Hariadalahharikalender.

Pasal2

(1) Pemilu calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien

berdasarkanasaslangsung,umum,bebas,rahasia,jujur,dan
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adil.

(2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

berpedomanpadaprinsip:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. berkepastianhukum;

e. tertib;

f. kepentinganumum;

g. terbuka;

h. proporsional;

i. profesional;

10. akuntabel;

k. efektif;

l. efisiensi;dan

m. aksesibilitas.

Pasal3

Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/KotaadalahPartaiPolitik.

BABII

PENGAJUANBAKALCALON

BagianKesatu

Umum

Pasal4

(1) PartaiPolitik dalam mengajukan bakalcalon anggota DPR,

DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyaihak,

kesempatan,danmenerimapelayananyangsetaraberdasarkan

peraturanperundang-undangan.

(2) SetiapPartaiPolitikmelakukanseleksibakalcalonanggotaDPR,

DPRD Provinsi,danDPRD Kabupaten/Kotasecarademokratis

danterbukasesuaidenganAD danART,dan/atauperaturan

internalmasing-masingPartaiPolitik.

(3) Dalam seleksibakalcalon secara demokratis dan terbuka
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tidak menyertakan

mantanterpidanabandarnarkoba,kejahatanseksualterhadap

anak,dankorupsi.

Pasal5

PengajuandaftarbakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsidanDPRD

Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat9 (sembilan)bulan

sebelum haripemungutansuara.

BagianKedua

PersyaratanPengajuanBakalCalon

Pasal6

(1) SetiapPartaiPolitikdapatmengajukanbakalcalonanggotaDPR,

DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota,denganketentuan:

a. diajukanolehPimpinanPartaiPolitiksesuaitingkatannya;

b. jumlahbakalcalonpalingbanyak100% (seratuspersen)

darijumlahkursiyangditetapkanpadasetiapDapil;

c. disusun dalam daftarbakalcalon yang wajib memuat

keterwakilan perempuan paling sedikit30% (tiga puluh

persen)disetiapDapil;

d. disetiap3(tiga)orangbakalcalonpadasusunandaftar

calonsebagaimanadimaksudpadahurufc,wajibterdapat

palingsedikit1(satu)orangbakalcalonperempuan;dan

e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya

menandatangani dan melaksanakan pakta integritas

pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD

Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksud dalam Pasal4

ayat(3),yang berisirincian untuk setiap Dapilyang

tercantum dalam formulirModelB.1.

(2) Dalam halpenghitungan30% (tigapuluhpersen)jumlahbakal

calonperempuandisetiapDapilmenghasilkanangkapecahan,

dilakukanpembulatankeatas.

(3) Dalam halPartaiPolitiktidakdapatmemenuhipengajuan30%

(tigapuluhpersen)jumlahbakalcalonperempuandisetiap

Dapildan penempatan susunan daftarcalon sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)hurufcdanhurufd,pengajuanbakal
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calonanggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota

padaDapilyangbersangkutantidakdapatditerima.

BagianKetiga

PersyaratanBakalCalon

Pasal7

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus

memenuhipersyaratan:

a. telah berumur21 (dua puluh satu)tahun atau lebih

terhitungsejakpenetapanDCT;

b. bertakwakepadaTuhanYangMahaEsa;

c. bertempattinggaldiwilayahNegaraKesatuanRepublik

Indonesia;

d. dapat berbicara,membaca,dan/atau menulis dalam

bahasaIndonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamatsekolah menengah

atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,

madrasahaliyahkejuruan,atausekolahlainyangsederajat;

f. setia kepada Pancasila,Undang-Undang DasarNegara

RepublikIndonesiaTahun1945,NegaraKesatuanRepublik

Indonesia,danBhinnekaTunggalIka;

g. tidak pernah sebagaiterpidana berdasarkan putusan

pengadilanyangtelahmemperolehkekuatanhukum tetap

yangdiancam denganpidanapenjara5(lima)tahunatau

lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatanhukum tetap;

h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan

narkotika,psikotropikadanzatadiktif;

i. terdaftarsebagaipemilih;

j. bersediabekerjapenuhwaktu;

k. mengundurkandirisebagai:

1) gubernur,wakilgubernur,bupati,wakilbupati,wali

kotaatauwakilwalikota;

2) kepaladesa;
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3) perangkatdesa yang mencakup unsurstafyang

membantuKepalaDesadalam penyusunankebijakan

dankoordinasiyangdiwadahidalam SekretariatDesa,

dan unsurpendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaankebijakanyangdiwadahidalam bentuk

pelaksanateknisdanunsurkewilayahan;

4) AparaturSipilNegara;

5) anggotaTentaraNasionalIndonesia;

6) anggotaKepolisianNegaraRepublikIndonesia;

7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau

karyawan pada Badan Usaha MilikNegara,Badan

UsahaMilikDaerah,BadanUsahaMilikDesa,atau

badan lain yang anggarannya bersumber dari

keuangannegara;

l. mengundurkandirisebagaiPenyelenggaraPemilu,Panitia

Pemilu,atauPanitiaPengawas;

m. bersediauntuktidakberpraktiksebagaiakuntanpublik,

advokat,notaris,pejabatpembuataktatanah,atautidak

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan

lainyangdapatmenimbulkankonflikkepentingandengan

tugas,wewenang,danhaksebagaianggotaDPR,DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan

ketentuanperaturanperundang-undangan;

n. bersediauntuktidakmerangkapjabatansebagaipejabat

negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas

dan/ataukaryawanpadaBadanUsahaMilikNegara,Badan

UsahaMilikDaerah,BadanUsahaMilikDesa,ataubadan

lainyanganggarannyabersumberdarikeuangannegara;

o. menjadianggotaPartaiPolitik;

p. dicalonkanhanyadi1(satu)lembagaperwakilan;

q. dicalonkanhanyaoleh1(satu)PartaiPolitik;

r. dicalonkanhanyadi1(satu)Dapil;dan

s. mengundurkandirisebagaianggotaDPR,DPRDProvinsi,

atau DPRD Kabupaten/Kota bagicalon anggota DPR,

DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang

dicalonkanolehPartaiPolitikyangberbedadenganPartai
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PolitikyangdiwakilipadaPemiluTerakhir.

(2) Persyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufddan

hurufhtidakdimaksudkanuntukmembatasihakpolitikwarga

negarapenyandangdisabilitasyangmemilikikemampuanuntuk

melakukantugasnyasebagaianggotaDPR,DPRDProvinsi,dan

DPRDKabupaten/Kota.

(3) Penyandangdisabilitassebagaimanadimaksudpadaayat(2)

tidaktermasukkategorigangguankesehatan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufg,

dikecualikanbagi:

a. mantan terpidana yang telah selesaimenjalanimasa

pemidanaannya,dan secara kumulatifbersedia secara

terbuka dan jujurmengemukakan kepada publik,serta

mencantumkandalam daftarriwayathidup;dan

b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau

terpidanakarenaalasanpolitikyangtidakmenjalanipidana

dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur

mengumumkankepadapublik.

(5) Pengajuan pengunduran dirisebagaianggota DPR,DPRD

Provinsi,atauDPRDKabupaten/KotabagicalonanggotaDPR,

DPRD Provinsi,atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)hurufsdisampaikankepada:

a. PimpinanPartaiPolitikdanPimpinanDPR,bagianggota

DPR;

b. Pimpinan PartaiPolitik tingkatProvinsidan Pimpinan

DPRDProvinsi,bagianggotaDPRDProvinsi;dan

c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan

pimpinan DPRD Kabupaten/Kota,bagianggota DPRD

Kabupaten/Kota.

(6) Dalam halterdapatkondisi:

a. PartaiPolitik yang mengusulkan calon pada Pemilu

Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau

kepengurusanPartaiPolitiktersebutsudahtidakadalagi;

b. bakalcalonyangbersangkutantidakdiberhentikanatau

tidakditariksebagaianggotaDPR,DPRD Provinsi,atau

DPRD Kabupaten/Kota oleh PartaiPolitik yang diwakili

padaPemiluTerakhir;atau
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c. tidaklagiterdapatcalonpenggantianggotaDPR,DPRD

Provinsi,danDPRDKabupaten/Kotayangterdaftardalam

DCTAnggotaDPR,DCTAnggotaDPRDProvinsi,danDCT

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dariPartaiPolitikyang

diwakilipadaPemiluTerakhir,

calonanggotaDPR,DPRDProvinsi,atauDPRDKabupaten/Kota

yangdicalonkanolehPartaiPolitikyangberbedadenganPartai

Politik yang diwakilipada Pemilu Terakhir,tidak diwajibkan

mengundurkandirisebagaianggotaDPR,DPRDProvinsi,atau

DPRDKabupaten/Kota.

Pasal8

(1) Kelengkapan administratifbakalcalon anggota DPR,DPRD

Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal7ayat(1)dibuktikandengan:

a. fotokopiKartuTandaPendudukElektronikWargaNegara

Indonesia;

b. suratpernyataanmenggunakanformulirModelBB.1yang

menyatakanbahwabakalcalon:

1. bertakwakepadaTuhanYangMahaEsa;

2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam

BahasaIndonesia;

3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,

Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia,danBhinnekaTunggalIka;

4. bersediauntukbekerjapenuhwaktuapabilaterpilih

menjadianggota DPR,DPRD Provinsidan DPRD

Kabupaten/Kota;

5. hanyadicalonkanoleh1(satu)PartaiPolitikuntuk1

(satu)lembagaperwakilandi1(satu)Dapil;

6. mengundurkandiridantidakdapatditarikkembali

bagicalonyangberstatussebagai:

a) gubernur,wakilgubernur,bupati,wakilbupati,

walikotaatauwakilwalikota;

b) kepaladesa;

c) perangkatdesayangmeliputiunsurstafyang
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membantu Kepala Desa dalam penyusunan

kebijakandankoordinasiyangdiwadahidalam

SekretariatDesa,danunsurpendukungtugas

KepalaDesadalam pelaksanaankebijakanyang

diwadahidalam bentukpelaksana teknisdan

unsurkewilayahan;

d) AparaturSipilNegara;

e) anggotaTentaraNasionalIndonesia;

f) anggotaKepolisianNegaraRepublikIndonesia;

g) direksi,komisaris,dewan pengawasdan/atau

karyawan pada Badan Usaha Milik Negara,

BadanUsahaMilikDaerah,BadanUsahaMilik

Desa, atau badan lain yang anggarannya

bersumberdarikeuangannegara;

7. mengundurkandiridantidakdapatditarikkembali

bagicalon yang berstatus sebagaiPenyelenggara

Pemilu,PanitiaPemiluatauPanitiaPengawas;

8. mengundurkandiridantidakdapatditarikkembali

bagicalon yang berstatus sebagaianggota DPR,

DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota yang

dicalonkanolehPartaiPolitikyangberbedadengan

PartaiPolitikyangdiwakilipadaPemiluTerakhir;

9. bersedia untuk tidak berpraktik sebagaiakuntan

publik,advokat,notaris,pejabatpembuataktatanah

(PPAT)ataumelakukanpekerjaanpenyediabarang

danjasayangberhubungandengankeuangannegara

sertapekerjaanlainyangdapatmenimbulkankonflik

kepentingan;

10. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai

pejabatnegara lainnya,direksi,komisaris,dewan

pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha

Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah,Badan

UsahaMilikDesa,ataubadanlainyanganggarannya

bersumberdarikeuangannegara;dan

11. tidakpernahdijatuhipidanapenjarayangdiancam

dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih

berdasarkan putusan pengadilan yang telah
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berkekuatanhukum tetap;atau

12. terpidanakarenakealpaanringan(culpalevis)atau

alasan politik yang tidak menjalanipidana dalam

penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur

mengemukakankepadapublik;dan

13. mantanterpidanadanbersediasecaraterbukadan

jujurmengemukakankepadapublik;

c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau

sederajat,suratketeranganberpenghargaansamadengan

Ijazah/STTB,syahadah,atau sertifikatyang dilegalisasi

olehinstansiyangberwenang;

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari

puskesmasataurumahsakitpemerintahyangmemenuhi

syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika,

psikotropika,danzatadiktif;

e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang

ditandatanganiasliolehKetuaPPSsertacapbasahPPS,

atausuratketerangandariKPU/KIPKabupaten/Kota;

f. keputusanpemberhentiansebagaiPenyelenggaraPemilu,

PanitiaPemilu,atauPanitiaPengawas;

g. suratketerangancatatankepolisian;

h. fotokopiKartuTandaanggotaPartaiPolitikyangmasih

berlaku;

i. daftarriwayathidup dan informasibakalcalon yang

memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk

dipublikasikan,menggunakanformulirModelBB.2;dan

j. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakalcalon

berukuran 4 x 6 cm (empat kalienam sentimeter)

sebanyak1(satu)lembar,besertasalinandigitalnya,yang

merupakan foto terakhiryang diambilpaling lambat6

(enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota

DPR/DPRDProvinsi/DPRDKabupaten/Kota.

(2) Dalam halbakalcalonbertempattinggaldiluarnegeri,wajib

menyampaikan paspor dan surat keterangan dariKantor

PerwakilanRepublikIndonesiadinegarasetempat.

(3) Suratpernyataansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

angka6dilengkapi:
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a. suratpengajuanpengundurandirisebagai:

1) gubernur,wakilgubernur,bupati,wakilbupati,wali

kota,wakilwalikota;

2) kepaladesa;

3) perangkat desa yang meliputiunsur staf yang

membantuKepalaDesadalam penyusunankebijakan

dankoordinasiyangdiwadahidalam SekretariatDesa,

dan unsurpendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaankebijakanyangdiwadahidalam bentuk

pelaksanateknisdanunsurkewilayahan;

4) AparaturSipilNegara;

5) anggotaTentaraNasionalIndonesia;

6) anggotaKepolisianNegaraRepublikIndonesia;atau

7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau

karyawan pada Badan Usaha MilikNegara,Badan

UsahaMilikDaerah,BadanUsahaMilikDesa,atau

badan lain yang anggarannya bersumber dari

keuangannegara;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas

penyerahan surat pengajuan pengunduran diri

sebagaimanadimaksuddalam hurufa;dan

c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri

sebagaimanadimaksuddalam hurufasedangdiproses

olehpejabatyangberwenang.

(4) Suratpernyataansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

angka8dilengkapi:

a. suratpengajuanpengundurandirisebagaianggotaDPR,

DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas

penyerahan surat pengajuan pengunduran diri

sebagaimanadimaksuddalam hurufa;dan

c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri

sebagaimanadimaksuddalam hurufasedangdiproses

olehpejabatyangberwenang.

(5) Suratpernyataansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

angka11dilampiridengansuratketerangandaripengadilan

negeridiwilayahhukum tempattinggalbakalcalon.
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(6) Suratpernyataansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

angka12dilengkapidengan:

a. salinanputusanpengadilanyangtelahberkekuatanhukum

tetap;

b. suratketerangandarikejaksaanyangmenerangkanbahwa

yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan

(culpa levis)atau alasan politik yang tidak menjalani

pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan

yangtelahberkekuatanhukum tetap;

c. suratdaripemimpin redaksimedia massa lokalatau

nasionalyang menerangkan bahwa bakalcalon telah

secaraterbukadanjujurmengemukakankepadapublik

sebagaiterpidana karena kealpaan ringan (culpa levis)

atau alasan politikyang tidakmenjalanipidana dalam

penjara;dan

d. buktipernyataanataupengumumanyangditayangkandi

mediamassalokalataunasional.

(7) Suratpernyataansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

angka13,dilengkapidengan:

a. suratketerangan darikepala lembaga pemasyarakatan

yangmenerangkanbahwabakalcalonyangbersangkutan

telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap;

b. salinanputusanpengadilanyangtelahberkekuatanhukum

tetap;

c. suratdaripemimpin redaksimedia massa lokalatau

nasionalyang menerangkan bahwa bakalcalon telah

secaraterbukadanjujurmengemukakankepadapublik

sebagaimantanterpidana;dan

d. buktipernyataanataupengumumanyangditayangkandi

mediamassalokalataunasional;

(8) Keputusanpemberhentiansebagaipejabatyangberwenangbagi

bakalcalonyangberstatussebagaiPenyelenggaraPemilu,Panitia

PemiluatauPanitiaPengawassebagaimanadimaksudpadaayat

(1)huruff,wajibdisampaikanpadasaatpengajuanbakalcalon

anggotaDPR,DPRDProvinsidanKPUKabupaten/Kota.
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(9) Dalam halterdapatbakalcalonsebagaimanadimaksuddalam

Pasal7ayat(6)hurufb,bakalcalonyangbersangkutanwajib

menyampaikan suratpernyataan pengunduran dirisebagai

anggotaPartaiPolitikyangdiwakilipadaPemiluTerakhir.

(10)Dalam halbakalcalonmencantumkanriwayatpendidikantinggi

dalam riwayathidup,bakalcalon yang bersangkutan wajib

menyertakanfotokopiijazahperguruantinggiyangdilegalisasi

oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang

bersangkutan.

BagianKeempat

PengumumandanTataCaraPengajuanBakalCalon

Pasal9

(1) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkantatacaradanprosedurpengajuanbakalcalon

anggotaDPR,DPRDProvinsi,danKPUKabupaten/Kotamelalui

media cetak,media elektronik,dan/atau laman KPU,KPU

Provinsi/KIPAcehdanKPU/KIPKabupaten/Kotaselama3(tiga)

Hari.

(2) Dalam pengumuman pengajuan bakalcalon sebagaimana

dimaksudpadaayat(1),dicantumkan:

a. syaratpengajuanbakalcalondansyaratbakalcalon;dan

b. waktudantempatpenyerahandokumenpengajuancalon.

(3) MasapengajuanbakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsi,dan

DPRDKabupaten/Kotadilaksanakanselama14(empatbelas)

Hariterhitungsetelahhariterakhirpengumumansebagaimana

dimaksudpada

ayat(1).

(4) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupeten/Kota

menerimapengajuanbakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsi,

danDPRDKabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat

(3),denganjadwalsebagaiberikut:

a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas

dilaksanakan mulaipukul08.00 sampaidengan pukul

16.00waktusetempat;dan

b. hariterakhir dilaksanakan mulaipukul08.00 sampai
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denganpukul24.00waktusetempat.

(5) KPU,KPUProvinsi/KIPAceh,danKIPKabupaten/Kotadilarang

menerimadokumenpersyaratanbakalcalondansyaratbakal

calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan

sebagaimanadimaksudpadaayat(4).

Pasal10

(1) PartaiPolitik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan

bakalcalon dan dokumen persyaratan administrasicalon

anggotaDPR,DPRDProvinsidanDPRDKabupaten/Kotakepada

KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

selamamasapengajuanbakalcalonsebagaimanadimaksud

dalam Pasal9ayat(3).

(2) PengajuanbakalcalonolehPartaiPolitikhanyadilakukan1

(satu)kalipadamasapengajuansebagaimanadimaksuddalam

Pasal9ayat(3).

(3) Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal

calon dan dokumen administratifbakalcalon anggota DPR,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksudpadaayat(1),PartaiPolitiksesuaitingkatannyawajib

memasukkandatapengajuanbakalcalondandatabakalcalon

sertamengunggahdokumenpersyaratanpengajuanbakalcalon

dandokumenadministratifbakalcalonkedalam Silon.

(4) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen

sebagaimanadimaksudpadaayat(3)dapatdilakukanmulai30

(tigapuluh)Harisebelum masapengajuanbakalcalonsampai

denganhariterakhirmasapengajuanbakalcalon.

(5) PartaiPolitik dapatmenunjuk Petugas Penghubung untuk

memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana

dimaksudpadaayat(3).
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Pasal11

(1) Dokumen persyaratan pengajuan bakalcalon sebagaimana

dimaksuddalam Pasal10ayat(1)berupa:

a. suratpencalonanmenggunakanformulirModelB;

b. daftarbakalcalonmenggunakanformulirModelB.1;

c. suratpernyataanPimpinanPartaiPolitikyangmenyatakan

bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah

melaksanakan proses seleksi bakal calon secara

demokratis dan terbuka sesuaidengan AD/ART atau

aturaninternalPartaiPolitikmenggunakanformulirModel

B.2;dan

d. paktaintegritasyangditandatanganiolehPimpinanPartai

Politiksesuaidengantingkatannyadenganmenggunakan

formulirModelB.3.

(2) Dokumen persyaratan pengajuan bakalcalon anggota DPR

disahkan dan ditandatanganiaslioleh ketua umum dan

sekretarisjenderaldewanpimpinanpusatPartaiPolitikatau

namalainnyadandibubuhicapbasah.

(3) Dokumen persyaratan pengajuan bakalcalon anggotaDPRD

Provinsidisahkan dan ditandatanganiaslioleh ketua dan

sekretarisdewanpimpinanwilayah/daerahPartaiPolitiktingkat

provinsiataunamalainnyadandibubuhicapbasah.

(4) Dokumen persyaratan pengajuan bakalcalon anggotaDPRD

Kabupaten/Kotadisahkandanditandatanganiasliolehketua

dansekretarisdewanpimpinancabangPartaiPolitiktingkat

kabupaten/kotaataunamalainnyadandibubuhicapbasah.

(5) Penandatanganandokumenperyaratanpengajuanbakalcalon

anggota DPR,anggota DPRD Provinsi,dan anggota DPRD

Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat(2),ayat(3),

dan ayat(4)dapatdilakukan oleh pimpinan lainnya atau

PelaksanaTugas(Plt)atausebutanlainsepanjangdiaturdalam

AD/ARTPartaiPolitik.

(6) PenunjukanpimpinanlainnyaatauPelaksanaTugas(Plt)atau

sebutanlainnyadibuktikandenganKeputusanPimpinanPartai

Politiksesuaidengan ketentuan yang diaturdalam AD/ART

PartaiPolitik.
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Pasal12

Suratpencalonan dan daftarbakalcalon sebagaimanadimaksud

dalam Pasal11ayat(1)dilampiri:

a. salinan Keputusan MenteriHukum dan Hak AsasiManusia

untuk kepengurusan PartaiPolitik tingkatpusat,Keputusan

PimpinanPartaiPolitiktingkatpusatuntukkepengurusanPartai

Politiktingkatprovinsidan/atau kepengurusan PartaiPolitik

tingkatkabupaten/kota,danKeputusanPimpinanPartaiPolitik

tingkat provinsiuntuk kepengurusan PartaiPolitik tingkat

kabupaten/kotayangdilegalisirolehpejabatyangberwenang

sesuaitingkatannya;dan

b. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik sesuai

tingkatannya yang menyatakan bahwa telah melakukan

mekanisme seleksisecara demokratis dan terbuka yang

dilampiridengansalinanADdanARTPartaiPolitikatauaturan

internalPartaiPolitikyangmengaturmekanismeseleksi,yang

dilegalisirolehpejabatyangberwenangsesuaitingkatannya.

Pasal13

(1) Dalam halterjadiperselisihan kepengurusan partaipolitik,

kepengurusanPartaiPolitiktingkatPusatyangmenjadiPeserta

Pemilu dan dapatmendaftarkan calon anggota DPR,calon

anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD

Kabupaten/KotamerupakankepengurusanPartaiPolitiktingkat

PusatyangsudahmemperolehputusanMahkamahPartaiatau

namalaindandidaftarkansertaditetapkandengankeputusan

menteriyangmenyelenggarakanurusanpemerintahandibidang

hukum danhakasasimanusia.

(2) Dalam halmasihterdapatperselisihanatasputusanMahkamah

Partaiataunamalainsebagaimanadimaksudpadaayat(1),

kepengurusanPartaiPolitiktingkatPusatyangmenjadiPeserta

Pemilu dan dapatmendaftarkan calon anggota DPR,calon

anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD

Kabupaten/Kota merupakan kepengurusan yang sudah

memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatanhukum tetapdandidaftarkansertaditetapkandengan

keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan
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pemerintahandibidanghukum danhakasasimanusia.

(3) PutusanMahkamahPartaiataunamalaindan/atauputusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan/atauayat(2)wajib

didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahandibidanghukum danhakasasimanusiapaling

lambat30(tigapuluh)harikerjaterhitungsejakterbentuknya

kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan

keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahandibidanghukum danhakasasimanusiapaling

lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

persyaratan.

(4) Dalam halpendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai

Politiksebagaiamna dimaksud pada ayat(3)belum selesai,

sementarabataswaktupendaftarancalonanggotaDPR,calon

anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD

Kabupaten/Kota diKPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kotaakanberakhir,kepengurusanpartaipolitikyang

menjadiPesertaPemiludandapatmendaftarkancalonanggota

DPR,calonanggotaDPRD Provinsi,dancalonanggotaDPRD

Kabupaten/Kota adalah kepengurusan Partai Politik yang

tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang

menyelenggarakanurusanpemerintahandibidanghukum dan

hakasasimanusia.

Pasal14

(1) Dokumen persyaratan pengajuan bakalcalon dan dokumen

persyaratanadministrasibakalcalonsebagaimanadimaksud

dalam Pasal11ayat(1)dibuatdalam 1(satu)rangkapasli.

(2) Dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)dimasukkan

dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai

PolitikdanDapildenganhurufkapitalpadabagianluarmap.

Pasal15

Dalam pengajuanbakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsidanDPRD

Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kotabertugas:
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a.menyiapkanbukupenerimaanpengajuanbakalcalondariPartai

Politikyangmemuatinformasi:

1) namaPartaiPolitik;

2) hari,tanggaldanwaktupengajuanbakalcalon;dan

3) nama,alamat,nomortelepon,alamatsuratelektronik

(email)danfaksimilePartaiPolitikyangmengajukanbakalcalon,dan

PetugasPenghubung;

b.menerimadokumenpengajuanbakalcalondariPartaiPolitik

padasetiaptingkatan;dan

c.meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon

sebagaimanadimaksuddalam Pasal6berdasarkannaskahasli

(hardcopy) dokumen peryaratan pengajuan bakal calon

sebagaimanadimaksuddalam Pasal11danmemperhatikan

hasilpenelitianyangtercantum padaSilon.

BABIII

PENELITIANPERSYARATANPENGAJUANBAKALCALON

Pasal16

(1) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

melakukanpenelitiansebagaimanadimaksuddalam Pasal15

hurufcselamamasapengajuanbakalcalon.

(2) Dalam halpenelitianpemenuhanpersyaratanpengajuanbakal

calonsebagaimanadimaksud dalam Pasal15 hurufctelah

memenuhiketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal6,

KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

memberikantandaterimakepadaPartaiPolitikmenggunakan

formulirModelTT.Pd.

(3) Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud

padaayat(1),terdapatdokumenpersyaratanpengajuanbakal

calon yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat(1),KPU,KPU

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengembalikandokumenformulirModelB,formulirModelB.1

seluruhDapil,formulirModelB.2danformulirModelB.3kepada

PartaiPolitikyangbersangkutan.

(4) Pengembaliandokumensebagaimanadimaksudpadaayat(3)
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dituangkankedalam BeritaAcaramenggunakanformulirModel

BA.Pengembalian.

(5) PartaiPolitikdapatmelengkapidan/ataumemperbaikidokumen

formulirModelB,formulirModelB.1,formulirModelB.2dan

formulirModelB.3sebagaimanadimaksudpadaayat(3)serta

menyampaikan kepada KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan

KPU/KIPKabupaten/Kotapadamasapengajuanbakalcalon.

(6) Apabilasampaidenganakhirmasapengajuanbakalcalondan

setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan

pengajuanbakalcalon,terdapatsatuataulebihdokumensyarat

pengajuanbakalcalonyangtidakmemenuhisyarat,KPU,KPU

Provinsi/KIPAceh,danKPU/KIPKabupaten/Kota:

a. menolakpengajuanbakalcalondariPartaiPolitikapabila

tidakmemenuhiketentuansebagaimanadimaksuddalam

Pasal6ayat(1)hurufa;

b. memintakepadaPartaiPolitikuntukmencoretnamabakal

calon pada formulir ModelB.1,dibubuhiparaf oleh

Petugas Penghubung, dan melakukan penyesuaian

terhadapformulirModelB,dalam haljumlahbakalcalon

yangdiajukanmelebihiketentuansebagaimanadimaksud

dalam Pasal6ayat(1)hurufb;

c. menyatakanPartaiPolitiktidakdapatmengajukanbakal

calon pada suatu Dapilapabila tidakmemenuhisyarat

pengajuan bakalcalon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal6ayat(1)hurufcdan/atauhurufd;dan/atau

d. menolakpengajuanbakalcalonolehPartaiPolitikyang

tidakmenyampaikanpaktaintegritasyangditandatangani

olehPimpinanPartaiPolitiksesuaidengantingkatannya

sebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat(1)hurufe.

Pasal17

(1) Dalam halPimpinanPartaiPolitikberhalangantetapdokumen

persyaratanpengajuanbakalcalondapatditandatanganioleh

pengurus selain Pimpinan Partai Politik yang diberikan

wewenangsesuaiADdanARTPartaiPolitikyangbersangkutan.

(2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang

ditandatanganioleh pengurus selain Pimpinan PartaiPolitik
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sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dinyatakan sah dan

memenuhisyarat.

(3) PimpinanPartaiPolitikyangberhalangantetapsebagaimana

dimaksudpadaayat(1)dibuktikandengansuratketerangandari

instansiyangberwenang.

(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputikeadaan:

a. meninggaldunia;atau

b. tidakmampumelaksanakantugassecarapermanen.

BABIV

VERIFIKASI

Pasal18

(1) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

melakukan verifikasikelengkapan dan keabsahan dokumen

persyaratanbakalcalonsebagaimanadimaksuddalam Pasal8

ayat(1)selama14(empatbelas)Haripadamasaverifikasi

persyaratanbakalcalon.

(2) Dokumen persyaratan bakalcalon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal8 ayat(1)hurufb danhurufidinyatakansah

apabiladitandatanganiasliolehbakalcalonyangbersangkutan.

(3) Dokumen persyaratan bakalcalon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal8 ayat (1) huruf c dinyatakan sah apabila

dilegalisasiasliolehinstansiyangberwenang.

(4) NamalengkapcalonanggotaDPR,DPRD Provinsi,danDPRD

Kabupaten/Kotapadadokumensyaratpengajuanbakalcalon

dandokumensyaratcalon,DCTdansuratsuara,harussesuai

dengan nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk

Elektronikcalonyangbersangkutan.

(5) Dalam halpenulisannamacalonpadadokumensebagaimana

dimaksudpadaayat(4)berbedadenganpenulisannamapada

Kartu Tanda PendudukElektronik,perbedaan nama tersebut

dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan penetapan

pengadilan.

(6) Dalam halterdapatperbedaanpenulisannamacalonanggota

DPR,DPRD Provinsi,danDPRD Kabupaten/KotaantaraKartu
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Tanda Penduduk Elektronik dengan Ijazah/STTB,penulisan

namacalonpadadokumensebagaimanadimaksudpadaayat

(4)mengacu pada penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk

Elektronik.

(7) Dalam halterdapat perbedaan nama calon sebagaimana

dimaksudpadaayat(6),bakalcalonwajibmenyampaikansurat

keterangandaripihakyangberwenangyangmenyatakanbahwa

calonyangnamanyatercantum padaIjazah/STTBsamadengan

calonyangnamanyatercantum padaKartuTandaPenduduk

Elektronik.

(8) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari

masyarakatterhadapdokumensyaratbakalcalon,KPU,KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat

melakukanklarifikasikepadainstansiyangberwenang.

(9) KPU,KPUProvinsi/KIPAcehatauKPU/KIPKabupaten/Kotadan

instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi

sebagaimanadimaksudpadaayat(8)dalam beritaacara.

(10)KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

menuangkanhasilverifikasisebagaimanadimaksudpadaayat

(1)menggunakanformulirModelBA.HPdanlampirannya.

(11)KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

menyampaikan formulir Model BA.HP dan lampirannya

sebagaimanadimaksudpadaayat(10)kepadaPartaiPolitik

atauPetugasPenghubungpalinglambat3(tiga)Harisetelah

berakhirnyamasaverifikasi.

(12)FormulirModelBA.HPdanlampirannyasebagaimanadimaksud

pada ayat (10) bukan merupakan buktipenetapan calon

anggotaDPR,DPRDProvinsidanDPRDKabupaten/Kota.

(13)KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkan formulir Model BA.HP dan lampirannya

sebagaimanadimaksudpadaayat(10)melaluilamanKPU,KPU

Provinsi/KIPAceh,danKPU/KIPKabupaten/Kota.

(14)Dalam halberdasarkanhasilverifikasisebagaimanadimaksud

padaayat(10),terdapatdokumenpersyaratanbakalcalonyang

belum lengkapdan/ataubelum memenuhisyarat,PartaiPolitik

dapatmelengkapidan/ataumemperbaikidokumenpadamasa

perbaikan.



2018,No.834 -26-

(15)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan

masyarakat,terbuktibakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsi,

danDPRD Kabupaten/KotayangdiajukanPartaiPolitiktidak

sesuaidenganpaktaintegritassebagaimanadimaksuddalam

Pasal6ayat(1)hurufe,PartaiPolitikdapatmenggantibakal

calonyangbersangkutan.

Pasal19

(1) PartaiPolitikmenyampaikanperbaikandokumenpersyaratan

pengajuanbakalcalondan/ataudokumensyaratbakalcalon

anggotaDPR,DPRDProvinsidanDPRDKabupaten/Kotakepada

KPU,KPUProvinsi/KIPAcehdanKPU/KIPKabupaten/Kotapada

masaperbaikan.

(2) Perbaikandokumenpersyaratanpengajuanbakalcalonatau

dokumensyaratbakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsidan

DPRD Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat(1),

hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum

lengkapdan/ataubelum memenuhisyaratberdasarkanhasil

verifikasi.

(3) Perbaikandokumenpersyaratanpengajuanbakalcalonatau

dokumensyaratbakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsidan

DPRD Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat(1),

hanyadilakukan1(satu)kalipadamasaperbaikan.

(4) Sebelum menyerahkandokumenperbaikankepadaKPU,KPU

Provinsi/KIPAceh,atauKPU/KIPKabupaten/Kota,PartaiPolitik

sesuaitingkatannyawajibmemasukkandataperbaikanbakal

calon,serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan

pengajuandan/ataudokumensyaratbakalcalonkedalam Silon.

(5) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen

sebagaimanadimaksudpadaayat(4)dapatdilakukansejak

Partai Politik menerima hasil verifikasi kelengkapan

administrasi.

Pasal20

(1) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

melakukan verifikasidokumen persyaratan bakalcalon hasil

perbaikanselama7(tujuh)Hari.

(2) Dalam halhasilverifikasisebagaimana dimaksud ayat(1),
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PartaiPolitiktidakmemenuhipersyaratan bakalcalon,KPU,

KPUProvinsi/KIPAceh,danKPU/KIPKabupaten/Kotamencoret

namabakalcalonyangtidakmemenuhipersyaratan.

(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota

menuangkan hasilverifikasihasilperbaikan sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)menggunakanformulirModelBA.HP

Perbaikandanlampirannya.

BABV

PENYUSUNANDANPENGUMUMAN

DAFTARCALONSEMENTARADANDAFTARCALONTETAP

BagianKesatu

DaftarCalonSementara

Pasal21

(1) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

menyusunrancanganDCS anggotaDPR,DPRD Provinsi,dan

DPRDKabupaten/KotaberdasarkanBeritaAcarasebagaimana

dimaksuddalam Pasal20ayat(3).

(2) RancanganDCSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)memuat

tandagambardannomorurutPartaiPolitiksertanomorurut,

nama dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun

menggunakanformulir:

a. ModelDCSanggotaDPR;

b. ModelDCSanggotaDPRDProvinsi;dan

c. ModelDCSanggotaDPRDKabupaten/Kota.

(3) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

meminta persetujuan kepada Pimpinan PartaiPolitik sesuai

tingkatannyaatauPetugasPenghubungPartaiPolitikterhadap

rancangan DCS anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD

Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat(1),dengan

membubuhkantandatangandisertaicapPartaiPolitik.

(4) Dalam halPimpinanPartaiPolitikatauPetugasPenghubung

PartaiPolitiktidakbersediamembubuhkantandatanganpada

rancanganDCSsebagaimanadimaksudpadaayat(1),KPU,KPU

Provinsi/KIPAceh,danKPU/KIPKabupaten/Kotamelanjutkan
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tahapanpencalonan.

(5) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

menetapkan DCS anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD

Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana

dimaksudpadaayat(1).

(6) DCSsebagaimanadimaksudpadaayat(5)ditandatanganioleh

KetuadanAnggotaKPU,KPUProvinsi/KIPAceh,danKPU/KIP

Kabupaten/Kota.

Pasal22

(1) Penyusunan,penetapan,danpengumumanDCSanggotaDPR,

DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kotadilakukanselama7

(tujuh)Hari.

(2) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkanDCSanggotaDPR,DPRD Provinsi,danDPRD

Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat(1)untuk

mendapatmasukan dan/atau tanggapan masyarakatterkait

persyaratanbakalcalon,meliputipalingsedikitpada:

a. 1(satu)mediamassacetakhariannasionaldanmedia

massaelektroniknasional;

b. 1(satu)mediamassacetakdanmediamassaelektronik

daerah;dan

c. saranapengumumanlainnya.

(3) Masukan dan/atau tanggapan darimasyarakatsebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU,KPU

Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai

identitasdiriyangjelaspalinglama10(sepuluh)Hariterhitung

sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kotadiumumkan.

(4) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam

DCSAnggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota

danpelaksanaanpaktaintegritasyangdiajukanmasing-masing

PartaiPolitikpalingsedikitpada1(satu)mediacetakharian

nasionaldanmediamassaelektroniknasional.

Pasal23
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(1) DCSAnggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota

sebagaimanadimaksuddalam Pasal21ayat(4)dapatdiubah

apabila:

a. bakalcalon tidak memenuhisyaratberdasarkan hasil

klarifikasiterhadapadanyamasukandan/atautanggapan

darimasyarakatterkaitdenganpersyaratanbakalcalon;

b. bakalcalonmeninggaldunia;atau

c. bakalcalonmengundurkandiri.

(2) Perubahan DCS Anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD

Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa

danhurufb,dapatdiajukancalonpenggantitanpamengubah

nomorurutcalonyangtidakdiganti.

(3) ApabilaPartaiPolitikmengubahnomorurutcalonyangtidak

digantidalam DCS AnggotaDPR,DPRD Provinsi,danDPRD

Kabupaten/Kota,KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan

semula.

(4) Perubahan DCS Anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD

Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc,

tidakdapatdiajukancalonpenggantidanurutannamadalam

DCS disesuaikan oleh KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan

KPU/KIPKabupaten/Kotaberdasarkanurutanberikutnya.

(5) Dalam halpengundurandirisebagaimanadimaksudpadaayat

(1)hurufcadalahcalonperempuandanmengakibatkantidak

terpenuhinyasyaratketerwakilanperempuanpalingsedikit30%

(tigapuluhpersen)diDapilyangbersangkutan,PartaiPolitik

dapatmengajukancalonperempuanpenggantidengannomor

urutdanDapilyangsama.

(6) Dalam halterdapatcalon anggotaDPR,DPRD Provinsi,dan

DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan pakta

integritassebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat(1)huruf

e berdasarkan hasilklarifikasiterhadap adanya masukan

dan/atau tanggapan darimasyarakat,PartaiPolitik dapat

menggantibakalcalon yang bersangkutan tanpa mengubah

nomorurutcalon.

Pasal24
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(1) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan

dan/atautanggapandarimasyarakatterhadap DCS Anggota

DPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kotaselama7(tujuh)

Harisetelahberakhirnyamasamasukandan/atautanggapan

darimasyarakat.

(2) PimpinanPartaiPolitikwajibmemberikankesempatankepada

bakalcalonyangbersangkutanuntukmengklarifikasimasukan

dan/atautanggapandarimasyarakat.

(3) Pimpinan PartaiPolitik sesuaitingkatannya menyampaikan

hasilklarifikasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)secara

tertulis kepada KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP

Kabupaten/Kotapalinglama3(tiga)Harisetelahpermintaan

klarifikasisebagaimanadimaksudpadaayat(1).

(4) Dalam halhasilklarifikasisebagaimanadimaksudpadaayat(3)

menyatakan bahwa bakalcalon yang tercantum dalam DCS

Anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota

tersebuttidakmemenuhisyarat,KPU,KPUProvinsi/KIPAceh,

danKPU/KIPKabupaten/Kotamemberitahukansecaratertulis

dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk

mengajukanpenggantibakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga)Harisejak

diterimanyahasilklarifikasi.

(5) PengajuanpenggantibakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsi,

danDPRDKabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat

(4),palinglama7(tujuh)Harisetelahsuratpemberitahuandari

KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

diterimaolehPartaiPolitik.

(6) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

melakukan verifikasiterhadap kelengkapan,kebenaran dan

keabsahandokumenpemenuhanpersyaratanpenggantibakal

calonanggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota,

selama3(tiga)Harisejakditerimanyadokumenpenggantibakal

calondariPartaiPolitikyangbersangkutan.

(7) Dalam halPartaiPolitiktidakmengajukanpenggantibakalcalon

sebagaimanadimaksudpadaayat(5),urutannamadisesuaikan

olehKPU,KPUProvinsi/KIPAceh,danKPU/KIPKabupaten/Kota
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berdasarkanurutanberikutnya.

Pasal25

(1) Berdasarkan hasilverifikasisyarat penggantibakalcalon

sebagaimanadimaksud dalam Pasal24 ayat(5),KPU,KPU

Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun

formulirModelBA.HPdanlampirannya.

(2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan

penggantibakalcalonDCSAnggotaDPR,DPRDProvinsi,dan

DPRDKabupaten/Kotadinyatakanmemenuhisyarat,pengganti

bakalcalontersebutdimasukkankedalam:

a. rancanganDCTDPRolehKPU;

b. rancanganDCTDPRDProvinsiolehKPUProvinsi/KIPAceh;

atau

c. rancangan DCT DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU

Kabupaten/Kota.

(3) Nomorurutpenggantibakalcalon dalam rancangan DCT

Anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)sesuaidengannomor

urutcalonyangdiganti.

(4) ApabilaPartaiPolitiktidakmengajukanpenggantibakalcalon

sebagaimana dimaksud pada ayat(3),urutan nama dalam

rancanganDCTdisesuaikanolehKPU,KPUProvinsi/KIPAceh,

danKPU/KIPKabupaten/Kotaberdasarkanurutanberikutnya.

BagianKedua

DaftarCalonTetap

Pasal26

(1) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

menyusunrancanganDCTAnggotaDPR,DPRD Provinsi,dan

DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar

penggantibakalcalon.

(2) RancanganDCTsebagaimanadimaksudpadaayat(1),memuat

tandagambardannomorurutPartaiPolitiksertanomorurut,

nama, dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun

menggunakanformulir:
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a. ModelDCTAnggotaDPR;

b. ModelDCTAnggotaDPRDProvinsi;dan

c. ModelDCTAnggotaDPRDKabupaten/Kota.

(3) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

meminta persetujuan kepada Pimpinan PartaiPolitik sesuai

tingkatannyaatauPetugasPenghubungPartaiPolitikterhadap

rancangan DCT Anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD

Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat(1),dengan

membubuhkantandatangandisertaicapPartaiPolitik.

(4) Dalam halPimpinanPartaiPolitikatauPetugasPenghubung

PartaiPolitiktidakbersediamembubuhkantandatangan,KPU,

KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

melanjutkantahapanpencalonan.

(5) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

menetapkan DCT anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD

Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana

dimaksudpadaayat(1).

(6) DCTsebagaimanadimaksudpadaayat(5)ditandatanganioleh

KetuadanAnggotaKPU,KPUProvinsi/KIPAceh,danKPU/KIP

Kabupaten/Kota.

Pasal27

(1) BagiCalonyangberstatussebagaiGubernur,WakilGubernur,

Bupati,Wakil Bupati,Wali Kota,Wakil Wali Kota wajib

menyampaikan keputusan pejabatyang berwenang tentang

pemberhentiansebagaiGubernur,WakilGubernur,Bupati,Wakil

Bupati,WaliKota,WakilWaliKotakepadaKPU Provinsi/KIP

AcehatauKPU/KIPKabupaten/Kotapalinglambat1(satu)Hari

sebelum penetapanDCT.

(2) BagiCalonyangberstatussebagaianggotaTentaraNasional

Indonesia,anggotaKepolisianNegaraRepublikIndonesia,dan

AparaturSipilNegarawajibmenyampaikankeputusanpejabat

yang berwenang tentang pemberhentian sebagaianggota

Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara

RepublikIndonesia,danaparatursipilNegarakepadaKPU,KPU

Provinsi/KIPAcehatauKPU/KIPKabupaten/Kotapalinglambat

1(satu)Harisebelum penetapanDCT.
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(3) BagiCalonyangberstatussebagaipenjabatgubernur,penjabat

bupati,atau penjabatwalikota wajib menyampaikan surat

pemberhentian sebagaiaparatur sipilnegara kepada KPU

Provinsi/KIPAcehatauKPU/KIPKabupaten/Kotapalinglambat

1(satu)Harisebelum penetapanDCT.

(4) Bagicalonyangberstatussebagaipejabatataupegawaipada

BadanUsahaMilikNegara,BadanUsahaMilikDaerah,Badan

UsahaMilikDesa,ataubadanlainyanganggarannyabersumber

darikeuangannegarawajibmenyampaikankeputusantentang

pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kotapalinglambat1(satu)Harisebelum penetapan

DCT.

(5) BagiCalonyangberstatussebagaianggotaDPR,DPRDProvinsi

danDPRDKabupaten/KotayangdicalonkanolehPartaiPolitik

yangberbedadenganpartaipolitikyangdiwakilidiDPR,DPRD

Provinsiatau DPRD Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksud

dalam Pasal7ayat(1)hurufs,wajibmenyampaikankeputusan

pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai

anggotaDPR,DPRDProvinsidanDPRDKabupaten/Kotakepada

KPU Provinsi/KIP AcehatauKPU/KIP Kabupaten/Kotapaling

lambat1(satu)Harisebelum penetapanDCT.

(6) Dalam halcalon anggota DPR,DPRD Provinsidan DPRD

Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan

pemberhentiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)sampai

dengan ayat(5)karena suratpemberhentian belum selesai

diproses,calonyangbersangkutanwajibmenyampaikansurat

pernyataanyangmenyatakanbahwa:

a. pengunduran diriyang bersangkutan telah disampaikan

kepadapejabatyangberwenangdantelahdiberikantanda

terima;dan

b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang

bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang

menerbitkankeputusanpemberhentiandimaksudkarena

beradadiluarkemampuancalon.

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilampiridengan:
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a. buktipernyataanpengundurandiridariyangbersangkutan;

dan

b. tanda terima penyampaian suratpengunduran diridari

instansiterkait.

(8) CalonanggotaDPR,DPRDProvinsidanDPRDKabupaten/Kota

yang tidak menyampaikan keputusan atau suratpernyataan

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)sampaidenganayat(7),

dinyatakantidakmemenuhisyarat.

Pasal28

(1) PenyusunandanpenetapanDCTAnggotaDPR,DPRDProvinsi,

danDPRDKabupaten/Kotadilakukanselama7(tujuh)Hari.

(2) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkanDCTAnggotaDPR,DPRD Provinsi,danDPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

selama3 (tiga)Harisetelah penetapan DCT meliputipaling

sedikit:

a. pada1 (satu)mediamassacetakharian nasionaldan

mediamassaelektroniknasional;atau

b. pada 1 (satu)media massa cetak dan media massa

elektronikdaerah;dan

c. saranapengumumanlainnya.

(3) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkanpersentaseketerwakilanperempuandalam DCT

AnggotaDPR,DPRD Provinsi,danDPRD Kabupaten/Kotadan

dilaksanakannya pakta integritas yang diajukan oleh Partai

Politikmasing-masingpadamediacetakhariannasionaldan

mediamassaelektroniknasional.

(4) DCTAnggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota

untuk setiap Dapilyang telah ditetapkan dan diumumkan

sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)menjadi

bahan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kotauntukpenyusunandanpengadaansuratsuara

PemiluanggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota

setiapDapil.

Pasal29

(1) Terhadap calon anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD



2018,No.834
-35-

Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

sebagaimanadimaksuddalam Pasal27ayat(8),PartaiPolitik

tidakdapatmengajukancalonpengganti.

(2) CalonanggotaDPR,DPRDProvinsidanDPRDKabupaten/Kota

yangdinyatakantidakmemenuhisyaratsebagaimanadimaksud

padaayat(1)tidakdicantumkandalam rancanganDCT,dan

urutannamadisesuaikanolehKPU,KPUProvinsi/KIPAceh,dan

KPU/KIPKabupaten/Kotaberdasarkanurutanberikutnya.

BagianKetiga

BakalCalonPengganti

Pasal30

(1) Dalam halditemukandugaantelahterjadipemalsuandokumen

dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan

administrasibakalcalondan/ataucalonanggotaDPR,DPRD

Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota,KPU,KPU Provinsi/KIP

Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasidengan

KepolisianNegaraRepublikIndonesiasesuaitingkatanuntuk

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Koordinasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)disampaikan

kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kotauntukditindaklanjuti.

Pasal31

(1) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

memintakepadaPartaiPolitikuntukmengajukanbakalcalon

baruanggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota

sebagaipenggantibakalcalonyangterbuktimemalsukanatau

menggunakandokumenpalsupalinglama3(tiga)Harisejak

diterimanyaputusanpengadilanyangberkekuatanhukum tetap.

(2) PartaiPolitikmengajukannamabakalcalonbarusebagaimana

dimaksudpadaayat(1)palinglama7(tujuh)Harisejaksurat

permintaan dariKPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP

Kabupaten/KotaditerimaolehPartaiPolitik.

(3) Penggantiancalonsebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidak
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dapatdilakukan apabila KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan

KPU/KIPKabupaten/KotatelahmenetapkanDCTAnggotaDPR,

DPRDProvinsi,DPRDKabupaten/Kota.

Pasal32

(1) Putusanpengadilanyangtelahmemperolehkekuatanhukum

tetap yang menyatakan bahwa bakalcalon tidak terbukti

melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau

penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang

pengadilan,setelahKPU,KPUProvinsi/KIPAceh,danKPU/KIP

Kabupaten/KotamenetapkanDCTAnggotaDPR,DPRDProvinsi,

danDPRDKabupaten/Kota,tidakmempengaruhiDCTAnggota

DPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota.

(2) Putusanpengadilanyangtelahmemperolehkekuatanhukum

tetapyangmenyatakanbahwabakalcalonterbuktimelakukan

perbuatanpidanapemalsuandokumendan/ataupenggunaan

dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan,

setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/KotamenetapkanDCTAnggotaDPR,DPRDProvinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota,tidak dapatdigantioleh Partai

Politik.

(3) Putusanpengadilanyangtelahmemperolehkekuatanhukum

tetapyangmenyatakanbahwabakalcalonterbuktimelakukan

perbuatanpidanapemalsuandokumendan/ataupenggunaan

dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan,

sebelum KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/KotamenetapkanDCTAnggotaDPR,DPRDProvinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota,dapatdigantioleh PartaiPolitik

padamasaperbaikanDCSAnggotaDPR,DPRD Provinsi,dan

DPRDKabupaten/Kota.

Pasal33

(1) PartaiPolitikmengajukanbakalcalonpenggantikepadaKPU,

KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal32,sejak menerima

permintaan dariKPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP

Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksuddalam Pasal31ayat
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(1).

(2) Partai Politik menyampaikan bakal calon pengganti

sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam surat pencalonan

sebagaimanatercantum dalam formulirModelB,daftarbakal

calonsebagaimanatercantum dalam formulirModelB.1,dan

dokumenpemenuhanpersyaratanbakalcalon.

(3) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

melakukanverifikasi/penelitianterhadap:

a. suratpencalonansebagaimanatercantum dalam formulir

ModelB;

b. daftarbakalcalonsebagaimanatercantum dalam formulir

ModelB.1;dan

c. dokumenpemenuhanpersyaratanbakalcalonpengganti

sebagaimanadimaksudpadaayat(2),

selama3(tiga)Harisejakditerimanyadokumenpersyaratan

bakalcalonpenggantidariPartaiPolitik.

Pasal34

(1) Dalam halbakalcalon meninggaldunia pada masa setelah

penetapanDCSsampaidengan13(tigabelas)Harisebelum

penetapanDCT,PartaiPolitikdapatmengajukanbakalcalon

pengganti.

(2) PengajuanpenggantibakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsi,

danDPRD Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat

(1),paling lama 3 (tiga) Harisetelah yang bersangkutan

meninggaldunia,dibuktikandengansuratketerangankematian

daripejabatyangberwenang.

(3) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

melakukan verifikasiterhadap kelengkapan,kebenaran dan

keabsahandokumenpemenuhanpersyaratanpenggantibakal

calonanggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota

sebagaimanadimaksudpadaayat(2),selama3(tiga)Harisejak

diterimanyadokumenpenggantibakalcalondariPartaiPolitik

yangbersangkutan.

(4) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkan penggantibakalcalon Anggota DPR,DPRD

Provinsi,danDPRDKabupaten/Kotaselama2(dua)Harisejak
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dimulainyamasaverifikasisebagaimanadimaksudpadaayat

(3).

Pasal35

(1) Dalam halcalon meninggaldunia atau terbuktimelakukan

tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan

dokumenpalsudinyatakantidakmemenuhisyaratberdasarkan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah

penetapan DCT,KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan

perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan

KPU/KIPKabupaten/KotatentangPenetapanDCTAnggotaDPR,

DPRDProvinsidanDPRDKabupaten/Kota.

(2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpadaayat(1)diubah

dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa

mengubahnomorurutcalon.

(3) Dalam halterdapatcalon anggotaDPR,DPRD Provinsi,dan

DPRDKabupaten/Kotayangterbuktitidaksesuaidenganpakta

integritassebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat(1)huruf

esetelah penetapan DCT,KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang

bersangkutandariDCT.

(4) PartaiPolitik tidak dapatmelakukan penggantian terhadap

calon yang terbuktitidak sesuaidengan pakta integritas

sebagaimanadimaksudpadaayat(2).

BABVI

KETENTUANLAIN-LAIN

BagianKesatu

PencantumanGelarpadaNamaCalonanggotaDPR,DPRDProvinsi

danDPRDKabupaten/Kota

Pasal36

(1) CalonanggotaDPR,DPRDProvinsidanDPRDKabupaten/Kota

dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat,
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dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan

pencalonandansyaratcalon.

(2) Pencantuman gelarakademik sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)dibuktikandenganfotokopiijazahyangtelahdilegalisir.

(3) Dalam halcalon anggota DPR,DPRD Provinsidan DPRD

Kabupaten/Kotamencantumkangelarakademiksebagaimana

dimaksud pada ayat (1),calon yang bersangkutan wajib

mencantumkan riwayat pendidikan sesuai dengan gelar

akademikdimaksudpadadaftarriwayathidupmenggunakan

formulirModelBB.2.

BagianKedua

LaporanHartaKekayaan

Pasal37

(1) Dalam halbakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRD

Kabupaten/Kotasebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(1)

ditetapkan sebagaicalon terpilih,yang bersangkutan wajib

melaporkanhartakekayaankepadainstansiyangberwenang

memeriksalaporanhartakekayaanpenyelenggaranegara.

(2) Tandaterimapelaporanhartakekayaansebagaimanadimaksud

padaayat(1)wajibdisampaikankepadaKPU,KPUProvinsi/KIP

Aceh,danKPU/KIPKabupaten/Kotapalinglambat7(tujuh)hari

setelahditerbitkannyaKeputusanKPU,KPUProvinsi/KIPAceh

danKPU/KIPKabupaten/Kotatentangpenetapancalonterpilih

anggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kota.

(3) Dalam halcalon terpilih tidak menyampaikan tanda terima

pelaporanhartakekayaansebagaimanadimaksudpadaayat(2),

KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam

pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada

Presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahdibidangdalam negeri,danGubernur.

BagianKetiga

PengumumanBakalCalonyangBerstatusSebagai

MantanTerpidana
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Pasal38

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkanbakalcalonanggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRD

Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan terpidana

sebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(4)padalamanKPU.

BagianKeempat

PencalonananggotaDewanPerwakilanRakyatAcehdanDewan

PerwakilanRakyatKabupaten/KotadiProvinsiAceh

Pasal39

TahapanpencalonananggotaDewanPerwakilanRakyatAcehdan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

berpedomankepadaPeraturanKPUmengenaiTahapan,Program dan

JadwalPenyelenggaraanPemilihanUmum Tahun2019.

Pasal40

(1) Pencalonan anggota DPRA dan DPRK di Provinsi Aceh

berpedoman pada Peraturan Komisiinikecualiyang sudah

diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang

PemerintahanAceh.

(2) PencalonananggotaDPRPdanDPRPapuaBaratberpedoman

pada Peraturan Komisiinikecualiyang sudah diaturdalam

Undang-UndangyangmengaturtentangOtonomiKhususbagi

ProvinsiPapua.

BagianKelima

Formulir-Formulir

Pasal41

FormuliruntukkeperluanpencalonananggotaDPR,DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota,diperoleh darinaskah aslielektronik

(softcopy)yangdiberikanoleh:

a. KPU kepadaPartaiPolitikmelaluiPetugasPenghubungyang

ditunjukberdasarkansuratmandatdariPimpinanPartaiPolitik,

untukbakalcalonanggotaDPR;
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b. KPU Provinsi/KIP AcehkepadaPartaiPolitiktingkatprovinsi

melaluiPetugasPenghubungyangditunjukberdasarkansurat

mandatdariPimpinanPartaiPolitik,untukbakalcalonanggota

DPRDProvinsi;dan

c. KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Partai Politik tingkat

Kabupaten/Kota melaluiPetugas Penghubung yang ditunjuk

berdasarkansuratmandatdariPimpinanPartaiPolitik,untuk

bakalcalonanggotaDPRDKabupaten/Kota.

Pasal42

(1) FormuliryangdigunakanolehPartaiPolitikdanBakalCalon

anggotaDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kotadalam

pelaksanaan pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi,dan

DPRDKabupaten/Kota,terdiridari:

a. Model B merupakan Surat Pencalonan Anggota

DPR/DPRDProvinsi/DPRDKabupaten/Kota;

b. Model B.1 merupakan Daftar Bakal Calon Anggota

DPR/DPRDProvinsi/DPRDKabupaten/KotadiSetiapDapil;

c. ModelB.2merupakanSuratPernyataanPimpinanPartai

Politikbahwatelahmelaksanakanprosesseleksibakal

calonsecarademokratis;

d. ModelB.3merupakanPaktaIntegritasPengajuanbakal

calonAnggotaDPR/DPRDProvinsi/DPRDKabupaten/Kota;

e. ModelBB.1merupakanSuratPernyataanCalon;dan

f. Model BB.2 merupakan Daftar Riwayat Hidup dan

InformasiBakalCalonAnggotaDPR/DPRDProvinsi/DPRD

Kabupaten/Kota.

(2) Jenisdancontohformuliruntukkeperluanpencalonananggota

DPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kotasebagaimana

dimaksud pada ayat(1)tercantum dalam Lampiran yang

merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanKomisiini.

BagianKeempat

Sistem InformasiPencalonan

Pasal43

(1) Untukefisiensidanefektifitasverifikasidokumenpemenuhan
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persyaratanpengajuanbakalcalondanpemenuhanpersyaratan

bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota,KPU dapatmemanfaatkansaranateknologi

informasi serta dapat mengadakan kerjasama dengan

instansi/lembagayangmemilikikeahlianbidangteknologiyang

diperlukan.

(2) Mekanismepengambilan,pengisian dan pencetakan formulir

pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota dengan menggunakan sarana informasi

pencalonan yang telah disediakan dilakukan oleh Petugas

Penghubung.

Pasal44

(1) KPU melakukan penelitian kegandaan untuk memastikan

pemenuhan syaratcalon anggota DPR,DPRD Provinsi,dan

DPRDKabupaten/Kotasebagaimanadimaksuddalam Pasal7

ayat(1)hurufp,hurufqdanhurufr.

(2) Penelitian kegandaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

dilakukandenganmenggunakanSilonsejaktahapanpenelitian

sampaidengan1(satu)harisebelum penetapanDCT.

(3) HasilpenelitiankegandaancalonAnggotaDPRD Provinsidan

DPRD Kabupaten/Kota disampaikan oleh KPU kepada KPU

Provinsi/KIPAcehdanKPU/KIPKabupaten/KotamelaluiSilon.

(4) Dalam halditemukan kegandaan pada tahapan penelitian,

penelitian dokumen perbaikan, dan penelitian dokumen

penggantibakalcalon setelah penetapan DCS,KPU,KPU

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

menyampaikankepadaPartaiPolitikuntukditindaklanjuti.

(5) Dalam halditemukankegandaanpadatahapansampaidengan

1(satu)Harisebelum penetapanDCT,KPU,KPUProvinsi/KIP

Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang

bersangkutan diseluruh jenis kegandaan setelah dilakukan

pencermatan terhadap dokumen syarat calon yang

bersangkutan.

(6) Dalam halterdapatnama calon yang dicoretsebagaimana

dimaksudpadaayat(5),urutannamadalam rancanganDCT

disesuaikanolehKPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,danKPU/KIP
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Kabupaten/Kotaberdasarkanurutanberikutnya.

Pasal45

(1) Dalam halsetelahsuratsuaradicetakterdapatcalonanggota

DPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kotayangterbukti

tidaksesuaidenganpaktaintegritassebagaimanadimaksud

dalam Pasal6ayat(1)hurufe,KPU,KPUProvinsi/KIPAceh,dan

KPU/KIP Kabupaten/Kotamencoretcalonyangbersangkutan

padaDCT.

(2) KPPSmengumumkancalonanggotaDPR,DPRDProvinsi,dan

DPRD Kabupaten/Kota yang dicoretsebagaimana dimaksud

padaayat(1)diTPSsebelum pemungutansuaradilaksanakan.

BABVII

KETENTUANPENUTUP

Pasal46

PadasaatPeraturanKomisiinimulaiberlaku:

1. Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor7 Tahun 2013

tentangPencalonanAnggotaDewanPerwakilanRakyat,Dewan

Perwakilan RakyatDaerah Provinsi,dan Dewan Perwakilan

RakyatDaerahKabupaten/Kota;dan

2. Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor13 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum

Nomor7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan

PerwakilanRakyat,DewanPerwakilanRakyatDaerahProvinsi,

danDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupaten/Kota(Berita

NegaraRepublikIndonesiaTahun2013Nomor541),

dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal47

PeraturanKomisiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
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Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan

PeraturanKomisiinidenganpenempatannyadalam BeritaNegara

RepublikIndonesia.

DitetapkandiJakarta

padatanggal2Juli2018

KETUAKOMISIPEMILIHANUMUM

REPUBLIKINDONESIA,

ttd

ARIEFBUDIMAN

DiundangkandiJakarta

padatanggal3Juli2018

DIREKTURJENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUM DANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

ttd

WIDODOEKATJAHJANA
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